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ABSTRACT 

This study adopts the theory of planned behavior. The purpose of this study was to examine the effect of attitudes 

toward behavior, subjective norms, perception of control and organizational commitment to whistleblowing 

behavior that is moderated with whistleblowing intentions. The data collection method in this study uses a survey 

method while the sampling method with uses judgment sampling. Civil Servants working in the Jambi Inspectorate 

and BPKP are the subjects in this study. Distributed questionnaires were 100. Returning questionnaires were 80. 

However, only 78 questionnaires could be used in the analysis of this study. Empirical evidence in this study shows 

that intention significantly moderates the effect of attitudes toward behavior and subjective norms on 

whistleblowing behavior. However, whistlebowing intention does not significantly moderate behavior in conducting 

whistleblowing. The results of this study indicate that whistleblowing intentions, can strengthen the influence of 

attitudes toward behavior and subjective norms into a real action. 

Keywords:  The intention of whistleblowing, behavior planning theory, whistleblowing behavior 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini mengadopsi teori perilaku rencanaan. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh sikap ke arah 

perilaku, norma subyektif, persepsi kontrol dan komitmen organisasi terhadap perilaku whistleblowing yang 

dimoderasi dengan niat whistleblowing. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

survey sedangkan metode pengambilan sampel dengan menggunakan judgment sampling. Aparatur Sipil Negara 

yang bekerja pada Inspektorat dan BPKP perwakilan Jambi merupakan subyek dalam penelitian ini. Kuesioner 

yang didistribusikan sebanyak 100. Kuesioner yang kembali sebanyak 80. Namun demikian, hanya sebanyak 78 

kuesioner yang dapat digunakan dalam analisis penelitian ini. Bukti empiris dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa niat signifikan memoderasi pengaruh sikap ke arah perilaku dan norma-norma subyektif terhadap perilaku 

whistleblowing. Namun demikian, niat whistlebowing tidak signifikan memoderasi perilaku dalam melakukan 

whistleblowing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa niat whistleblowing, dapat memperkuat pengaruh sikap ke 

arah perilaku dan norma-norma subyektif ke dalam suatu tindakan nyata. 

Kata Kunci:  Niat whistleblowing, teori perilaku rencanaan, perilaku whistleblowing.  
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Auditor memiliki peran yang sangat penting 

dalam pemerintahan (Mahmudah dan Riyanto,2016) 

dimana pada zaman sekarang ini sangat marak terjadi 

kasus-kasus korupsi, suap dan kasus yang melibatkan 

auditor pemerintahan.Salah satu buktinya adalah Bupati 

Pamekasan dan Inspektorat menyuap Kejari kasus dana 

desa (https://nasional.tempo.co)   dan Eks auditor 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 

Mahmud Toha Siregar, suap  dari ketua panitia lelang 

proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP 

(https://nasional.tempo.co)  Dari kasus seperti itu, maka 

disitulah profesionalisme kerja dan intensitas moral 

seorang auditor dibutuhkan. Seorang auditor harus jeli 

dalam melakukan tugasnya. Tidak hanya 

mengungkapkan kewajaran, kecurangan harus 

diungkapkan secara gamblang. Suatu tindakan diam 

terhadap semua bentuk kecurangan sangat bertentangan 

dengan profesional internal auditor. 

Menurut Standar Profesi Internal Auditor yang 

dikeluarkan oleh IAI pada tahun 2009 yang 

menyatakan bahwa Internal Auditor seharusnya 

memiliki sikap dan bersifat independen dan obyektif. 

Kemudian, apa yang harus dilakukan seorang auditor 

untuk mengantisipasi semakin buruknya citra auditor 

didalam melakukan tugasnya? Apa yang harus 

dilakukan seorang auditor guna mengembalikan 

kepercayaan masyarakat?  Salah satu cara mencegah 

pelanggaran akuntansi sehingga bisa mengembalikan 

kepercayaan masyarakat adalah dengan cara 

menerapkan teknik pemeriksaan fraud dimana dalam 

akuntansi forensik dikenal dengan tindakan 

whistleblowing atau pemanfaatan whistleblower 

(Merdikawati dan Andry, 2012). 

Whistleblower/peniup peluit identik dengan 

seseorang yang membocorkan penyimpangan di dalam 

organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi 

pemerintah (KNKG, 2008), Bahkan melalui 

whistleblowing dapat meningkatkan tata kelola dalam 

organisasi atau corporate governance (Bowen, Call, & 

Rajgopal, 2010).Whistleblower dapat merupakan 

seseorang yang memang terlibat dalam penyimpangan 

(justice collaborator) atau mereka yang tidak terlibat 

dalam penyimpangann namun mengetahui adanya 

penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi dalam instansi pemerintah dapat juga berupa 

penyimpangan dari nilai-nilai suatu etika hingga berupa 

perbuatan korupsi.  

Menjadi seorang whistleblower bukanlah suatu 

perkara yang mudah. Seseorang yang berasal dari 

internal organisasi akan menghadapi dilema etis untuk 

memutuskan apakah harus “meniup peluit” atau tetap 

membiarkannya  tersembunyi. Sebagian memandang 

whistleblower sebagai pengkhianat yang melanggar 

norma loyalitas organisasi, sebagian lainnya 

memandang whistleblower sebagai pelindung heroik 

terhadap nilai-nilai kebenaran, bukan hanya sebagai 

loyalitas kepada organisasi (Rotshchild dan Miethe, 

1999). Pandangan yang bertentangan tersebut 

menyebabkan calon whistleblower mengalami dilema 

dalam menentukan sikap yang dapat mendistorsi minat 

whistleblowing. 

Persepsi kontrol perilaku sebenarnya didasari oleh 

keyakinan kontrol, maksudnya adalah faktor yang 

menghambat atau faktor yang mendukung individu 

melakukan whistleblowing. Faktor kontrol yang 

dilakukan perusahaan yaitu dengan cara menggagalkan 

atau dengan sengaja mengabaikan laporan, hal ini tentu 

akan menghambat individu dalam melakukan 

whistleblowing (Ponnu et al., 2008). Apabila individu 

memiliki keyakinan bahwa ia memiliki kesempatan 

yang besar untuk mengungkapkan wrongdoing dan 

tidak memiliki hambatan yang besar dalam melakukan 

whistleblowing, maka persepsi individu tersebut akan 

semakin kuat terhadap kontrol yang dilakukan ketika 

melakukan whistleblowing. 

Di sisi lain menunjukkan bahwa adanya intention 

whistleblowing yang tinggi menghasilkan dampak 

positif terhadap sikap dan perilaku karyawan untuk 

suatu kebaikan yang bermanfaat bagi organisasi atau 

entitas, misalnya melaporkan kecurangan yang terjadi 

dalam organisasi. Dengan demikian, whistleblowing 

behavior yang dirasakan diharapkan dapat memperkuat 

hubungan faktor sikap dan persepsi kontrol perilaku 

terhadap niat seseorang untuk melaporkan tindakan 

kecurangan. Alleyne et al. (2013) menjelaskan 

pentingnya persepsi dukungan organisasi bagi individu 

untuk melaporkan tindakan tidak etis. 

1.2. Rumusan Masalah 

1.  Apakah sikap, Norma subjektif, Persepsi Kontrol dan 

komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

whistleblowing behavior  pada Aparatur Sipil 

Negara?  

2.  Apakah sikap, Norma subjektif, Persepsi Kontrol dan 

komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

whistleblowing behavior dengan intensi 

whistleblowing sebagai variabel moderasi?  

 

2.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA 

PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

21.1. Prosocial Organizational Behavior Theory 

Brief dan Motowidlo (1986) mengartikan 

prosocial organizational behavior sebagai perilaku atau 

tindakan yang dilakukan oleh anggota sebuah 

organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi 

yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Perilaku 

prososial (prosocial behavior) juga diartikan sebagai 

setiap perilaku sosial positif yang bertujuan untuk 

menguntungkan atau memberikan manfaat pada orang 

lain (Penner et al., 2005). Perilaku prososial dapat 

dilatarbelakangi motif kepedulian pada diri sendiri dan 

mungkin pula merupakan perbuatan menolong yang 

https://nasional.tempo.co/
https://nasional.tempo.co/
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dilakukan murni tanpa adanya keinginan untuk 

mengambil keuntungan atau meminta balasan. 

Prosocial behavior menjadi teori yang 

mendukung terjadinya whistleblowing. Brief dan 

Motowidlo (1986) menyebutkan whistleblowing 

sebagai salah satu dari 13 bentuk prosocial 

organizational behavior. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Dozier dan Miceli (1985) yang menyatakan 

bahwa tindakan whistleblowing dapat dipandang 

sebagai perilaku prososial karena perilaku tersebut 

memberikan manfaat bagi orang lain (atau organisasi) 

disamping juga bermanfaat bagi whistleblower itu 

sendiri. Perilaku prososial dapat digunakan untuk 

menjelaskan pembuatan keputusan etis individual yang 

terkait dengan niat melakukan whistleblowing. 

Whistleblower melakukan pelaporan dugaan 

pelanggaran dalam upaya membantu korban dan 

memberikan manfaat bagi organisasi karena mereka 

yakin bahwa perbuatan pelanggaran tersebut tidak 

sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu 

organisasi. Pada prinsipnya seorang whistleblower 

merupakan ‘prosocial behaviour’ yang menekankan 

untuk membantu pihak lain dalam menyehatkan sebuah 

organisasi atau perusahaan (Miceli dan Near ,1988). 

2.1.2. Theory of Planned Behavior. 

Theory of Planned Behavior merupakan 

pengembangan Theory of Reasoned Action, dengan 

menambahkan konstruk yang belum ada dalam Theory 

of Reasoned Action yaitu persepsi kontrol atas perilaku. 

Seseorang dapat bertindak berdasarkan niat hanya jika 

seseorang memiliki kontrol terhadap perilakunya 

(Ajzen, 1991). Konstruk ini ditambahkan untuk 

memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam 

melakukan perilaku tertentu. Dengan kata lain, niat 

seseorang untuk melakukan suatu prilaku tidak hanya 

ditentukan oleh suatu sikap dan norma subjektif, tetapi 

juga oleh persepsi individu terhadap kontrol perilaku 

dengan bersumber pada keyakinan terhadap kontrol 

tersebut.  

TPB menjelaskan bahwa niat individu untuk 

berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu pertama, 

sikap ke arah suatu perilaku. Sikap bukanlah perilaku 

namun sikap menghadirkan suatu kesiap siagaan untuk 

tindakan yang mengarah pada perilaku(Lubis, 2010). 

Individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap 

yang dimilikinya terhadap suatu perilaku. Selain itu 

individu akan mengevaluasi atau menilai apakah 

perilaku tersebut baik untuk dilakukan atau tidak. 

Kedua, norma subjektif yang mengacu pada persepsi 

tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau 

tidak melakukan perilaku. Individu akan melakukan 

sebuah perilaku jika dianggap perilakunya dapat 

diterima oleh orang-orang yang dianggapnya penting 

dalam kehidupannya. Ketiga, persepsi kontrol perilaku 

yang mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang 

dihadapi untuk melakukan perilaku. Pengendalian 

seorang individu terhadap perilakunya 

TPB telah diaplikasikan dalam beberapa 

penelitian yaitu kepatuhan pajak(Bobek & Hatfield, 

2003), perilaku akuntan publik (Buchan, 2005), 

keputusan etis manajer (Carpenter dan Reimers, 2005), 

perilaku whistleblowing oleh Chief Financial 

Officer(Uddin dan Gillett, 2002), niat whistleblowing 

pada mahasiswa bisnis(Montesarchio, 2009), 

pembuatan anggaran(Su dan Ni, 2013), intensi 

whistleblowing pada auditor (Park & Blenkinsopp, 

2009). 

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa 

perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena 

adanya niat untuk berperilaku. Berdasarkan teori ini 

dapat diketahui bahwa niat terbentuk dari attitude 

toward behavior, subjective norms, dan perceived 

behavioral control yang dimiliki individu. Sikap 

terhadap perilaku (attitude toward behavior) merupakan 

evaluasi individu secara positif atau negatif terhadap 

benda, orang, institusi, kejadian, perilaku atau niat 

tertentu (Ajzen, 2005). Sikap individu terhadap suatu 

perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi 

yang ditimbulkan perilaku tersebut. Apabila seseorang 

melakukan perilaku yang menghasilkan outcome 

positif, maka individu tersebut memiliki sikap positif, 

begitu juga sebaliknya.  

Norma subjektif (subjective norm) merupakan 

faktor diluar individu yang menunjukkan persepsi 

seseorang tentang perilaku yang dilaksanakan. 

Subjective norms tidak hanya ditentukan referent, tetapi 

juga motivation to comply. Apabila individu yakin 

bahwa referent menyetujui dirinya melaksanakan suatu 

perilaku dan termotivasi mengikuti suatu perilaku, 

maka individu tersebut akan merasakan adanya tekanan 

sosial untuk melakukannya, begitu juga sebaliknya 

(Ajzen, 2005).  

Persepsi kemampuan mengontrol perilaku 

(perceived behavioral control/PBC), adalah persepsi 

atau kemampuan diri individu mengenai kontrol 

individu tersebut atas suatu perilaku. PBC ditentukan 

oleh pengalaman masa lalu individu atau dipengaruhi 

pengalaman dari orang lain. Individu akan melakukan 

suatu perilaku jika telah mengevaluasi perilaku tersebut 

secara positif, adanya tekanan sosial untuk melakukan 

perilaku, serta individu percaya dan memiliki 

kesempatan untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 

2005).  

Niat untuk melakukan perilaku (intention), 

merupakan komponen diri individu yang mengacu pada 

keinginan untuk melakukan perilaku tertentu. Menurut 

Ajzen,2005,Tingkah laku tidak hanya bergantung pada 

intensi seseorang, melainkan juga faktor lain seperti 

ketersediaan sumber dan kesempatan untuk 

menunjukkan tingkah laku tersebut. Niat terbentuk dari 

attitude toward behavior, subjective norms, dan 

perceived behavioral control yang dimiliki individu 

terhadap suatu perilaku. Perilaku (behavior), 

merupakan tindakan nyata yang dilakukan seseorang 

berdasarkan niat yang ada (Jogiyanto, 2007). Secara 

umum, teori ini menyatakan bahwa semakin besar 
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dukungan sikap dan norma subyektif berhubungan 

dengan perilaku, maka semakin kuat intensi seseorang 

untuk melakukan perilaku. Semakin besar persepsi 

kontrol perilaku yang dirasakan, maka semakin kuat 

intensi seseorang untuk melakukan perilaku yang 

dipertimbangkan (Ajzen, 1991 dalam Respati, 2010). 

Menurut Ajzen (1991) niat untuk melakukan 

berbagai jenis perilaku dapat diprediksi dengan tingkat 

keakuratan yang tinggi dari sikap seseorang terhadap 

perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang 

dirasakan. Dalam Theory of planned behavior 

dijelaskan bahwa niat individu untuk melakukan suatu 

tindakan atau berperilaku dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu sikap terhadap perilaku, norma subyektif, 

dan persepsi kontrol perilaku 

2.1.3. Teory of Reasoned Action 

Menurut Fishbein dan Ajzen (1981), Teori 

Reasoned Action berasumsi bahwa hampir seluruh 

perilaku orang yang terkait dengan tindakan social di 

bawah kontrol kehendak orang tersebut. Perilaku 

seseorang ditentukan oleh intensinya.Sementara itu, 

intensi merupakan fungsi daridua faktor penentu, yaitu 

sifat kepribadian seseorang (yang disebut sikap) dan 

pengaruh sosial (yang disebut norma subjektif). Sikap 

ber kaitan dengan penilaian seseorang, baik positif 

maupun negatif, dalam melakukan suatu tindakan 

perilaku. Norma subjektif diartikan sebagai persepsi 

seseorang atas tekanan social yang dirasakannya untuk 

melakukan (atau tidak melakukan) perilaku tertentu. 

Kerangka Teori Reasoned Action dapat dilihat pada 

Gambar 1 

Dalam konteks whistle-blowing, sesuai penjelasan 

Teori Reasoned Action Fishbein dan Ajzen 1975; 

Fishbein dan Ajzen 1981) dan pandangan Vallerand et 

al. (1992), bahwa tindakan whistle-blowing disebabkan 

adanya niatan atau intensi yang dirasakan dalam 

dirinya, yang disebut intensi whistle-blowing.Intensi 

whistle-blowing dibentuk oleh norma subjektif 

individu. Orang memiliki keyakinan normatif atas 

orang-orang yang menjadi panutan atau referensi bagi 

dirinya. Apabila orang berpersepsi bahwa seseorang 

atau kelompok orang yang menjadi panutannya 

menganggap whistle-blowing itu perbuatan yang baik 

dan bermanfaat, maka orang tersebut berusaha 

mematuhinya (Trongmateerut dan Sweeney 2012) dan 

sebaliknya. Apabila proses tersebut berakhir positif, 

maka norma subjektif dapat menguatkan intensi 

whistle-blowing dalam dirinya. Dengan demikian, 

semakin kuat faktor sikap dan norma subjektif terhadap 

proses penilaian positif tentang whistleblowing, maka 

semakin kuat intensinya, dan semakin kuat realisasinya 

melakukan whistleblowing (Curtis dan Taylor 2009) 

 

 

 

 

 

2.2. Model penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah Penulis  

Gambar 1. .Model Penelitian 

2.3. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konseptual di atas dan hasil-hasil 

penelitian sebelumnya, hipotesis pertama yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

H1: Sikap berpengaruh terhadap whistleblowing 

behavior pada Aparatur Sipil Negara. 

H2: Sikap berpengaruh terhadap whistleblowing 

behavior Aparatur Sipil Negara Dengan Intention 

Whistleblowing Sebagai Variabel Moderasi 

H3: Norma Subyektif Berpengaruh Terhadap whistle 

blowing behavior pada Aparatur Sipil Negara 

H4:  Norma subjektif berpengaruh terhadap whistle 

blowing behavior dengan intention 

whistleblowing sebagai variabel moderasi pada 

Aparatur Sipil Negara 

H5: Persepsi kontrol berpengaruh terhadap 

whistleblowing behavior pada ASN 

H6: Persepsi  Kontrol Perilaku berpengaruh terhadap 

whistleblowing behaviour dengan intention 

whistleblowing sebagai variabel moderasi 

H7: Komitmen organisasi berpengaruh  terhadap 

whistle blowing behavior pada Aparatur Sipil 

Negara 

H8: Komitmen organisasi berpengaruh  terhadap 

whistleblowing behavior pada Aparatur Sipil 

Negara dengan intention whistleblowing sebagai 

variabel moderasi 

 

3.  METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Objek  dalam penelitian ini adalah Inspektorat dan 

BPKP Perwakilan Jambi dan  Subjek Penelitian ini 

adalah seluruh Aparatur Sipil Negara yang aktif di 

BPKP perwakilan Jambi dan Inspektorat Provinsi  

Jambi Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur 

Sipil Negara dari  Inspektorat  Provinsi Jambi  dan 

BPKP yang berjumlah 78 orang.  Metode Penelitian ini 

merupakan metode explanatory. Cooper dan Schindler 
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(2017) menjelaskan metode explanatory adalah metode 

riset/ penelitian yang mempelajari hubungan antara dua 

variable atau lebih. Metode penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif 

3.2. Variabel Penelitian 

Penulis mengemukakan tiga variabel yang akan diteliti. 

Adapun defenisi dan variabel menurut Indrianto dan 

Supomo (2014) adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Independen  

Variabel Independen adalah tipe variabel yang 

menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang 

lain. Variabel independen dikenal juga sebagai 

variabel bebas . Adapun variabel independen 

dalam penelitian ini adalah Sikap, Norma 

subjektif, persepsi control dan Komitmen 

Organisasi 

2. Variabel Pemoderasi 

Variabel pemoderasi merupakan variabel yang 

dalam posisi dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara variabel 

independen dan dependen yang telah diformulasi 

di dalam model riset. Adapun yang menjadi 

variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah 

Niat (Intention)  

3. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel utama 

yang menjadi daya tarik atau focus 

peneliti.Variabel dependen adalah tipe variabel 

yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel 

independen. Dalam Penelitian ini yang menjadi 

variabel dependen adalah Perilaku (Behaviour) 

Whistleblowing. 

. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Hasil Penelitian 

4.1.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Hasil uji statistik deskriptif terhadap variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sikap,norma 

subjektif, persepsi kontrol,Komitmen organisasi ,niat 

whistleblowing dan prilaku ditunjukan dalam tabel 1 

berikut:  

Tabel  1. Hasil Uji Statistik Descriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menilai konsistensi 

dari instrumen penelitian dengan mengukur koefisien 

Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha >0,7 (Ghozali, 2013) 

Tabel  2. Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS (2020) 

4.1.3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah 

terjadi korelasi antara variabel bebas atau satu dengan 

lainnya.  

Tabel  3. Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS (2020) 

4.1.4. Hasil Pengujian Hipotesis 

Tabel  4. Hasil Pengujian Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data Diolah Peneliti 

4.2. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis pertama pada Tabel 4 

menunjukan bahwa  terdapat pengaruh sikap terhadap 

Whistleblowing Behavior. Uji regresi moderating 

menunjukan bahwa sikap mempunyai tingkat signifikan 

sebesar 0,037 yang dapat dikatakan lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini  
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mendukung hipotesis pertama (H1). Hasil penelitian ini 

memberikan bukti empiris bahwa semakin baik sikap 

whistleblowing akan menaikkan perilaku (behavior) 

whistleblowing Aparatur Sipil Negara pemerintah 

.Penelitian ini  sejalan dengan penelitian rustiarini & 

Sunarsih (2017),Trongmateerut ( 2013 ). Tetapi hasil 

penelitian Tabel 4 ini tidak  sejalan dengan penelitian 

terdahulu yang lain yang dilakukan oleh Saud (2016) 

dan Park & Blenkinsopp (2009) yang menyatakan 

bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap niat 

whistleblowing ,dan juga sejalan dengan peneliti 

terdahulu yang lain yang dilakukan oleh Purwantini 

(2016) yang menyatakan bahwa sikap tidak 

berpengaruh terhadap niat whistleblowing internal, hal 

ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor 

emosional seseorang, lembaga (perusahaan), 

pengalaman pribadi ataupun karena faktor budaya. 

Sikap auditor tidak memiliki efek secara langsung 

dalam pengambilan keputusan apakah akan melakukan 

whistleblowing atau tidak .Terdapat  perbedaan 

pendapat  menurut Parker et al. (1992) menyatakan 

bahwa sikap memiliki pengaruh yang sangat lemah 

terhadap intensi individu untuk dalam menampilkan 

perilaku. Lemahnya pengaruh sikap seorang auditor 

menunjukan bahwa auditor seringkali mengabaikan 

pertimbangan apakah whistleblowing merupakan 

perilaku yang menguntungkan atau tidak bagi auditor . 

Hasil uji hipotesis kedua pada Tabel 4 

menunjukan bahwa whistleblowing intention tidak 

dapat memoderasi pengaruh sikap terhadap 

whistleblowing behavior. Uji regresi moderat 

menunjukan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,874 dapat 

dinyatakan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mendukung 

hipotesis kedua (H2). Hasil penelitian ini memberikan 

bukti empiris bahwa Niat (intention) tidak dapat 

memperkuat pengaruh   sikap whistleblowing dalam  

menaikkan perilaku (behavior) 

whistleblowing.Penelitian pada model ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila 

(2018), Latan et al. (2017), Saud (2016) dan 

Kamarunzaman et al. (2012) yang menyatakan bahwa 

intention whistleblowing dapat memoderasi pengaruh 

sikap terhadap niat whistleblowing. sikap menjadi salah 

satu faktor yang mendukung individu untuk 

melaporkan tindakan tidak etis dalam organisasinya.  

Pengaruh Norma Subjektif (X2) terhadap 

whistleblowing behavior (Y1) memiliki nilai koefisien 

jalur 0,784. P-values ˃ 0,05. Secara empiris H3 tidak  

terbukti dan dinyatakan ditolak. Hasil penelitian ini 

memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi norma 

subjektif tidak berpengaruh dalam  menaikkan perilaku 

(behavior) whistleblowing Aparatur Sipil Negara 

pemerintah . Karena adanya pengaruh social yang 

penting dari beberapa perilaku berakar dari keluarga, 

pasangan hidup, kerabat, rekan dalam bekerja dan 

acuan lainnya yang berkaitan dengan suatu perilaku 

sehingga terkadang auditor dalam melakukan 

whistleblowing melihat dulu apakah ada hubungan 

vertical atau horizontal dengan pelaku kejahatan ini , 

sehingga norma subjektif tidak berpengaruh dalam 

perilaku whistleblowing Hasil ini tidak  mendukung 

hasil penelitian Uddin dan Gillet (2005), Carpenter dan 

Reimers (2005), serta Hays (2013) yang menyatakan 

bahwa norma subjektif memiliki hubungan yang kuat 

dengan niat untuk melakukan whistleblowing. Di 

organisasi dengan ethical climate-benevolence, anggota 

organisasi akan menyikapi suatu peristiwa dengan 

memerhatikan kesejahteraan bagi orang lain. Mereka 

akan menolak suatu kondisi yang tidak etis dengan 

memerhatikan orang lain, organisasi,dan permasalahan 

yang melanggar ketentuan dari organisasi tersebut. 

Penelitian Lavena (2016) menunjukan bahwa kemauan 

untuk melakukan wistleblowing sangat terkait dengan 

norma pegawai itu sendiri dan motif dalam bekerja. 

Whistleblowing akan dipandang sebagai suatu cara 

untuk menyelamatkan orang lain, organisasi, dan nilai-

nilai dalam organisasi itu sendiri. Organisasi dengan 

karakteristik benevolence yang kuat, anggota organisasi 

akan cenderung melaksanakan tindakan 

whistleblowing. 

Hasil uji hipotesis keempat pada Tabel 4 

menunjukan bahwa whistleblowing intention tidak  

dapat memoderasi pengaruh norma subjektif terhadap 

whistleblowing behavior. Uji regresi moderat 

menunjukan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,463 dapat 

dinyatakan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis 

keempat (H4). Hasil penelitian ini memberikan bukti 

empiris bahwa intention tidak memperkuat  pengaruh 

norma subjektif  dalam  menaikkan perilaku (behavior) 

whistleblowing Aparatur Sipil Negara pemerintah. 

Penelitian ini  tidak sejalan dengan penelitian Salsabila 

(2018) dan Kamarunzaman et al. (2012), yang 

menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh 

terhadap niat whistleblowing. Norma subjektif yang 

dirasakan merupakan salah satu faktor yang 

mendukung seorang individu untuk melaporkan 

tindakan tidak etis dalam organisasinya. Individu harus 

mengukur tingkat persepsi dukungan organisasi ketika 

ingin melakukan whistleblowing, mengingat akan 

muncul dampak negatif dan positif yang muncul seiring 

dengan whistleblowing yang dilakukan untuk itu 

dukungan organisasi sangat diperlukan oleh individu 

yang bersangkutan. Karyawan yang diperlakukan 

dengan baik akan cenderung lebih berkomitmen 

terhadap tempat kerja, dukungan organisasi juga akan 

mendorong karyawan untuk melaporkan 

whistleblowing (Kamarunzaman et al.,2013). Hal ini 

juga didukung penelitian yang dilakukan Abdilla 

(2017) berpendapat bahwa semakin tingginya ancaman 

(retalasi) maka niat untuk melakukan whistleblowing 

semakin berkurang. Hasil penelitian ini memberikan 

bukti empiris bahwa semakin baik Persepsi control  

akan menaikkan perilaku (behavior) whistleblowing 

Aparatur Sipil Negara pemerintah .Konstruk ini 

menegaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan 

suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan 

norma subjektif, tetapi juga persepsi individu terhadap 

kontrol perilaku. Hasil penelitian Chang (1998) 

menunjukkan bahwa persepsi kontrol atas perilaku 
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merupakan prediktor kuat dari perilaku seseorang. 

Persepsi kemampuan mengontrol perilaku adalah 

persepsi atau kemampuan diri individu mengenai untuk 

mengontrol suatu perilaku, salah satunya perilaku 

whistleblowing. Dengan demikian apabila seorang 

karyawan memiliki persepsi kontrol atas perilaku untuk 

melakukan whistleblowing yang kuat, hal tersebut tidak 

sekedar ditunjukkan melalui niat atau intensi tetapi 

sudah dalam bentuk nyata yaitu perilaku untuk 

mengungkapkan kecurangan tersebut. Dapat 

disimpulkan bahwa hasil pengujian ini mendukung 

hipotesis kelima. Uji regresi moderat menunjukan 

bahwa tingkat signifikasi persepsi kontrol perilaku 

sebesar 0,00 yang dapat dikatakan lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini  

mendukung hipotesis kelima (H5).Hasil ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan Chang (1998) yang 

menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku 

merupakan prediktor utama yang memengaruhi 

perilaku tidak etis. 

Hasil uji hipotesis keenam pada Tabel 4 

menunjukan bahwa intention whistleblowing dapat 

memoderasi pengaruh persepsi kontrol terhadap 

whistleblowing behavior. Uji regresi moderat 

menunjukan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,003dapat 

dinyatakan lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis 

keenam (H6). Hasil penelitian ini memberikan bukti 

empiris bahwa intention  memperkuat   persepsi control   

dalam  menaikkan perilaku (behavior) whistleblowing 

Aparatur Sipil Negara pemerintah. 

Hasil uji hipotesis ketujuh pada Tabel 4 

menunjukan bahwa komitmen organisasi tidak 

berpengaruh terhadap whistleblowing behavior . Uji 

regresi moderat menunjukan bahwa nilai signifikasi 

sebesar 0,217 yang dapat dikatakan lebih besar dari 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

tidak mendukung hipotesis ketujuh (H7). Hasil 

penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa 

semakin tinggi komitmen organisasi  tidak menaikkan 

perilaku (behavior) whistleblowing Aparatur Sipil 

Negara pemerintah .Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitin sebelumnya yang dilakukan oleh Salsabila 

(2018), Latan et al. (2017), Alleyne et al. (2013) dan 

Kamarunzaman et al. (2012) yang menyatakan bahwa 

persepsi dukungan organisasi dapat berpengaruh 

terhadap niat whistleblowing. Tetapi penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saud 

(2016) yang menyatakan bahwa persepsi dukungan 

organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh sikap 

terhadap niat whistleblowing. Dukungan organisasi 

yang diberikan belum bisa mendorong individu untuk 

memiliki sikap positif agar mau melakukan 

whistleblowing, dikarenakan individu masih ragu 

sehingga mengabaikan pertimbangan bahwa memiliki 

niat melakukan whistleblowing merupakan hal yang 

penting dan positif yang menyebabkan menurunnya 

niatan melakukan pelaporan kecurangan (Saud, 2016). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Ethical 

Climate Work Theory. Ethical climate work theory 

merupakan teori yang dikembangkan oleh Victor dan 

Cullen (1988) sebagai pengembangan teori moral 

kognitif. Terdapat dua dimensi dari teori ini, yaitu an 

ethical approach dimension dan an ethical referent 

dimension. Dimensi pertama dari ethical climate work 

theory terdiri dari tiga pendekatan, yaitu egoism, 

benelovolence, dan principle. Organisasi dengan 

karakteristik egoism, anggota organisasi cenderung 

mempertimbangkan keuntungan pribadi ketika 

dihadapkan pada dilema etis. Organisasi dengan tipe 

benevolence, anggota organisasi akan cenderung 

mempertimbangkan kesejahteraan orang lain. 

Organisasi dengan tipe principel,anggota organisasi 

akan cenderung mempertimbangkan hal-hal yang 

berkaitan dengan peraturan dan hukum. Dimensi kedua 

ethical climate work theory terdiri dari: individual, 

lokal, dan cosmopolitan. Pada lokus analisis individual 

dasar pengambilan keputusan dalam dilemma etis 

adalah moral individu. Lokus analisis lokal didasarkan 

pada ekspektasi yang datang dari organisasi seperti 

kode etik dalam organisasi. Lokus analisis 

cosmopolitan didasarkan dari luar individu dan 

organisasi, seperti kode etik yang dikeluarkan oleh 

asosiasi profesional yang menaungi organisasi tersebut. 

Organisasi dengan karakteristik egoism yang tinggi, 

anggota organisasi akan cenderung tidak melaksanakan 

tindakan whistleblowing. 

Hasil uji hipotesis kedelapan pada Tabel 4 

menunjukan bahwa intention whistleblowing tidak 

dapat memoderasi pengaruh komitmen organisasi 

terhadap whistleblowing behavior. Uji regresi moderat 

menunjukan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,090 dapat 

dinyatakan lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mendukung 

hipotesis kedelapan (H8). Hasil penelitian ini 

memberikan bukti empiris bahwa intention tidak  

memperkuat   komitmen organisasi   dalam  menaikkan 

perilaku (behavior) whistleblowing Aparatur Sipil 

Negara pemerintah.  Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Salsabila (2018) dan Kamarunzaman et al. 

(2012), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi 

tidak  berpengaruh terhadap niat whistleblowing. 

Persepsi dukungan organisasi yang dirasakan 

merupakan salah satu faktor yang mendukung seorang 

individu untuk melaporkan tindakan tidak etis dalam 

organisasinya. Individu harus mengukur tingkat 

persepsi dukungan organisasi ketika ingin melakukan 

whistleblowing, mengingat akan muncul dampak 

negatif dan positif yang muncul seiring dengan 

whistleblowing yang dilakukan untuk itu dukungan 

organisasi sangat diperlukan oleh individu yang 

bersangkutan. Karyawan yang diperlakukan dengan 

baik akan cenderung lebih berkomitmen terhadap 

tempat kerja, dukungan organisasi juga akan 

mendorong karyawan untuk melaporkan 

whistleblowing (Kamarunzaman et al.,2013). Hal ini 

juga didukung penelitian yang dilakukan Abdilla 

(2017) berpendapat bahwa semakin tingginya ancaman 

(retalasi) maka niat untuk melakukan whistleblowing 

semakin berkurang. Dan juga didukung oleh penelitian 

Dananjaya & Rizal (2018) bahwa niat seseorang untuk 
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melaporkan kecurangan (whistleblowing) dapat 

berkurang atau hilang, Minat whistle-blowing juga 

dapat ditingkatkan dengan meningkatkan komitmen 

organisasi pegawai misalnya dengan pemberian 

kompensasi, reward dan punishment yang memadai; 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan 

terbuka sehingga pegawai dapat merasa terlibat dalam 

pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, 

dan lain sebagainya, Hal ini menunjukkan bahwa 

karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi 

belum dapat dipastikan untuk melakukan 

whistleblowing.  

 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis dan hasil 

penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan berikut: 

1. Sikap berpengaruh terhadap Prilaku  

Whistleblowing  pada Aparatur Sipil Negara di 

Inspektorat dan BPKP perwakilan Jambi. Pengaruh 

sikap terhadap Whistleblowing Behaviour dengan 

arah positif. Artinya meningkatnya sikap Aparatur 

Sipil Negara maka perilaku whistleblowing 

Aparatur Sipil Negara di Inspektorat dan BPKP 

perwakilan Jambi juga akan meningkat.  

2. Niat (intention)  tidak dapat memoderasi pengaruh 

sikap terhadap Perilaku whistleblowing (behavior) 

pada Aparatur Sipil Negara   di Inspektorat dan 

BPKP perwakilan Jambi. Tidak Berngaruhnya 

dengan arah positif , yang artinya niat tidak dapat 

memperkuat sikap terhadap perilaku (Behaviour) 

whistleblowing pada Aparatur Sipil Negara di 

Inspektorat dan BPKP perwakilan Jambi. 

3. Norma Subjektif tidak berpengaruh terhadap  

whistleblowing Behaviour pada Aparatur Sipil 

Negara   di Inspektorat dan BPKP perwakilan 

Jambi.  Tidak adanya Pengaruh Norma Subjektif 

terhadap Whistleblowing Behaviour dengan arah 

negatif. Artinya meningkatnya norma subjektif 

Aparatur Sipil Negara maka tidak meningkatkan 

perilaku whistleblowing ASN di Inspektorat dan 

BPKP perwakilan Jambi. 

4. Niat tidak dapat memoderasi pengaruh norma 

subjektif terhadap perilaku whistleblowing pada 

Aparatur Sipil Negara   di Inspektorat dan BPKP 

perwakilan Jambi. Tidak Berngaruhnya dengan arah 

positif, yang artinya niat tidak dapat memperkuat 

norma subjektif terhadap perilaku (Behaviour) 

whistleblowing pada Aparatur Sipil Negara di 

Inspektorat dan BPKP perwakilan Jambi. 

5. Persepsi kontrol  auditor  berpengaruh terhadap 

whistleblowing Behaviour pada Aparatur Sipil 

Negara   di Inspektorat dan BPKP perwakilan 

Jambi. Pengaruh persepsi kontrol terhadap 

Whistleblowing Behaviour dengan arah positif. 

Artinya meningkatnya sikap Aparatur Sipil Negara 

maka perilaku whistleblowing Aparatur Sipil 

Negara di Inspektorat dan BPKP perwakilan Jambi 

juga akan meningkat. 

6. Niat  whistleblowing dapat memoderasi pengaruh 

persepsi kontrol terhadap whistleblowing behavior 

pada Aparatur Sipil Negara   di Inspektorat dan 

BPKP perwakilan Jambi. Berpengaruhnya dengan 

arah positif, yang artinya niat dapat memperkuat 

meningkatkan  persepsi kontrol terhadap perilaku 

(Behaviour) whistleblowing pada Aparatur Sipil 

Negara di Inspektorat dan BPKP perwakilan Jambi. 

7. Komitmen organisasi tidak  berpengaruh terhadap 

perilaku whistleblowing. tidak adanya pengaruh 

sikap terhadap Whistleblowing Behaviour dengan 

arah negative, artinya menurunnya komitmen 

organisasi tidak akan menaikkan  perilaku 

whistleblowing Aparatur Sipil Negara di Inspektorat 

dan BPKP perwakilan Jambi  

8. Niat whistleblowing tidak  dapat memoderasi 

pengaruh komitmen organisasi terhadap 

whistleblowing behavior pada Aparatur Sipil 

Negara   di Inspektorat dan BPKP perwakilan 

Jambi. Tidak Berpngaruhnya dengan arah negatif 

yang artinya niat tidak dapat memperkuat komitmen 

organisasi terhadap perilaku (Behaviour) 

whistleblowing pada Aparatur Sipil Negara di 

Inspektorat dan BPKP perwakilan Jambi. 

5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta 

kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang 

dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk lebih  meningkatkan sikap whistleblowing, 

maka Aparatur Sipil Negara pemerintah harus lebih 

meningkatkan belief streght dan outcome 

Evaluationnya.  

2.  Untuk meningkatkan norma subjektif Aparatur 

Sipil Negara pemerintah harus mengurangi 

kesempatan melalui ketaatan dan pemahaman 

pegawai terhadap peraturan perundang –undangan 

yang berlaku sanksi yang tegas dan adil sehingga 

menimbulkan efek jera. Pemerintah memberikan 

reward bagi auditor yang memiliki kompetensi dan 

integritas yang tinggi dalam kinerjanya dan dalam 

perilaku whistleblowingnya. 

3. Untuk meningkatkan komitmen organisasinya 

auditor , maka diperlukan keterikatan emosional, 

keterlibatan yang tinggi dalam organisasi dan 

loyalitas auditor terhadap pemerintah.    

4. Penerapan kebijakan whistleblowing tepat 

diterapkan ketika norma subjektif pada kondisi yang 

minim, sehingga para pimpinan di dalam suatu 

organisasi yang hendak menerapkan kebijakan 

whistleblowing harus mampu memotivasi anggota 

dalam organisasinya bahwa ada jaminan 

kerahasiaan dan perlindungan hukum terhadap 

pelapor.  
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5. Pada lingkungan Pemerintah Provinsi  tingkat 

keseriusan pelanggaran berbanding lurus dengan 

minat para pegawai melaksanakan tindakan 

whistleblowing, artinya semakin tinggi tingkat 

keseriusan pelanggaran maka semakin kuat niat 

pegawai melaksanakan tindakan whistleblowing, 

sehingga pimpinan dan tim kepatuhan internal harus 

lebih teliti dalam melakukan pemantauan 

pengendalian intern, pengelolaan kinerja, 

pengelolaan risiko, dan pemantauan kepatuhan 

terhadap kode etik dan disiplin agar setiap 

pelanggaran/ kecurangan yang sifatnya kurang 

dianggap serius tetap dapat terdeteksi. 

6. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan data 

berupa hasil wawancara dari beberapa ASN yang 

menjadi responden penelitian. 
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